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PERATURAN  

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 29 TAHUN 2013 
TENTANG 

STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN  

DAN PEMBANGUNAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  

REPUBLIK INDONESIA, 
 

Menimbang : a. 

 
 

 
 

b. 

bahwa dalam rangka melaksanakan amanat 
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan 
kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses 
bagi setiap pemohon informasi publik untuk 
mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa 
informasi tertentu; 

bahwa dalam rangka melaksanakan amanat 
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik, yang mewajibkan setiap institusi 
penyelenggara pelayanan publik baik yang 
melaksanakan pelayanan langsung maupun 
pelayanan tidak langsung, untuk menyusun dan 
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menetapkan Standar Pelayanan dengan 
memperhatikan kemampuan penyelenggara, 
kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan; 

  c. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan 
pelayanan publik yang profesional, transparan dan 
akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan 
kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam 
penyelenggaraan pelayanan, perlu adanya 
peraturan mengenai Standar Pelayanan Informasi 
Publik; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, 
perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang 
Standar Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan 
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4846); 

  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 
tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 
dan Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5357); 

  4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, 
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga 
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan 
Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 
2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 
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Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 
Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10); 

  5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 
tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I 
Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden 
Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi 
dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non 
Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 11); 

  6. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan 
dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-
080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 

  7. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan 
dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-
286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 
11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas 
Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan 
dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-
286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 332); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN 
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG STANDAR 
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN 
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN 
PEMBANGUNAN. 
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